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Topik hari ini adalah substansi perencanaan 

 

Nurul Falah 

1.​ Dalam UU SJSN diatur bahwa faskes di dalamnya termasuk apotek, sehinnga apotek mohon 

dimasukkan sebagai salah satu fasilitas kesehatan 

Deru Marah Laut-PTGMI 

1.​ Pasal 193 tentang tenaga Kesehatan, di kelompok teknisian medis, padahal perawat gigi dan 

mulut adalah pemberi asuhan seperti bidan 

2.​ PTGMI berharap masuk ke kelompok pemberi asuhan, kalaupun tidak ada di rumpun 

kelompok pemberi asuhan, yang paling mendekati adalah pemberi terapi fisik 

Besut Daryanto-IAUI 

1.​ Kalau tenaganya sudah ditata, dalam urologis, tapi sarana untuk mellakukan suatu tindakan 

sehingga yang bersangkutan dipindahkan, dengan adanya penempatan ini apakah 

berbarengan dengan disiapkannya fasilitas untuk melakukan tindakan? 

Ditjen Nakes 

1.​ Tujuannya pemerintah, perencanaan dan pendayagunaan inginnya sejalan, jangan sampai 

ada dokter tapi tidak ada alat dan sebaliknya 

Sam Budiono-DKK 

1.​ Pasal 197, apa tidak sebaiknya tenaga medis dihilangkan dan dijadikan satu dengan tenaga 

kesehatan 

Ditjen Nakes 
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1.​ Mungkin nanti jika diskusi dengan tenaga medis akan mendapat jawaban 

Hariyadi Wibowo-IAMARSI 

1.​ Tidak ada pelibatan organisasi profesi yang terkait,perlu ditambahkan “dengan melibatkan 

organisasi yang berkaitan”   (Pasal 197) 

Fransisko_IAI 

1.​ Puskesmas banyak sekali tidak ada tenaga apoteker dan ini berbahaya, saya usul supaya 

puskesmas yang tidak ada apotekna bisa bekerjasama dengan apotek di sekitarnya 

Ta’adi 

1.​ Pasal 193 tolong disinkronisasi dengan pasal 197.  

2.​ Terkait melibatkan, di UU Kesehatan ada badan pertimbangan kesehatan daerah, unsur2nya 

lengkap ada OP, NGO, Ormas 

Sri Muryani_PTPDI 

1.​ Kita bekerja di bank darah RS, kami mohon untuk perencanaan tenaga teknisi atau nakes 

yang bekerja di bank darah RS lulusannya adalah teknisi darah 

Nunik-PPIB 

1.​ Banyak desa yang belum ada bidannya, mohon ada perencanaan untuk pengadaan bidan dan 

perawat untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB 

2.​ Penempatan yang profesi bisa diutamakan 

Nova Pamungkas-IROP 

1.​ Layanan mata supaya ada di Puskesmas, karena mata adalah panca indera, kami berharap 

deteksi dini atau skrining, promotif preventif bisa dilakukan di puskesmas 

Maryanto-PPNI 

1.​ Pasal 197, PPNI sudah punya MoU dengan Kemendagri terkait dengan perawat desa, mohon 

dapat diakomodir supaya sinergi antara kemenkes dan kemendagri bisa jadi kesatuan dan 

tidak ada tumpang tindih 

Prof. Agus 

1.​ Pasal 193, untuk tenaga kesehatan tradisional pada butir 16, mohon ditambahkan “tenaga 

kesehatan tradisional komplementer” 

Arif Sudarsono_Ikatan Fisioterapis 

1.​ Pasal 193 ayat (2), disebutkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi paling 

rendah Diploma.  

2.​ Diploma ada 1-4, jadi bisa diganti secara spesifik 

3.​ Pasal 198, salah satu contoh di permenkes, nakes di puskesmas, fisioterapi tidak masuk dan 

menimbulkan maslah dnegan beberapa fisioterapis di puskemas, mungkin bisa memasukkan 

fisioterapi sebagai tenaga kesehatan di puskesmas. Setelah gempa baru ada fisioterapisnya, 

contohnya di Aceh 
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Surya-Labkes Jabar 

1.​ Terkait perencanaan, labkes itu didorong untuk jadi public healthAndy lab, pemeriksaan air 

udara tanah dan makanan dan kami mengajukan tenaga namun ditolak, pranata labkes itu 

hanya dari TLN, sementara lulusannya Kimia. 

Jenny-UHKBPN 

1.​ Pemeriksaan laboratorium, untuk di kota dan kabupaten tolong disuplai lengkap, jangan yang 

manual, seperti darah lengkap dan kimia murni. 

Andy-IMPPI 

1.​ Terkait dengan standar administrasi kemenkes, disebutkan ada manajer pasien (Pasal 193) 

Abdul Khair-Polkessin 

1.​ Saran: kalimat pada pasal 197, dengan kalimat Pasal 199a, pada pasal 197 disebutkan terkait 

dnegan jumlah, kompetensi dan distribusi, tolong disinkronisasi 

Johan-Fisioterapis UNHAS 

1.​ Mohon layanan kesehatan fisioterapis langsung kepada pasien tidak didikte oleh profesi lain  

Andre 

1.​ Untuk remunerasi BPJS, saya lulusan jerman dan adaptasi di gorontalo, saya mengamati ada 

perbedaan tarif antara kelas A dan C, di jerman tidak dibedakan seperti itu, remunerasi 

harusnya didasarkan pada tingkat kesulitan layanan. Ini akan menjadi permasalahan 

sentralisasi lagi, karena banyak orang yang ingin bekerja di rs tipe A karena remunerasinya 

lebih tinggi 

Dr. Erven-PPSI 

1.​ Kami setuju dengan perencanaan, kami tidak mendukung OP dimasukkan, lebih baik 

pemerintah yang atur semua. Karena OP sendiri belum diatur dalam regulasi tersendiri 

Dr. Ade-PDPKMI 

1.​ Perencanaan ini, di pasal 198 yat (4) sarannya dibunyikan “organisasi profesi dan organisasi 

terkait”. Banyak tenaga medis di daerah yang belum lengkap 

Kartika-IPK Indonesia 

1.​ Pasal 197 dan 198, bahwa pelayanan psikologi klinis mohon untuk direncanakan karena 

belum merata 

2.​ 198 ayat (4) saya setuju untuk melibatkan OP di wilayah 

Putu-DPD Formiki Bali 

1.​ Perencanaan PMIK di Puskesmas, di RS saja sangat terbatas apalagi di puskesmas  di tegnga 

isu rekam medis elektronik 

Rizki Fadhilla-Prodi D3 askes 

1.​ Tenaga Askes bisa dimasukkan ke tenaga kesehatan, karena bisa mencakup UHC 
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Lasudi-DPD IKATEMI PAPUA 

1.​ Perencanaan SDM sebaiknya diatur dalam Permenkes saja tidak dalam PP 

Dinkes Kab. Pacitan 

1.​ Perencanaan tenaga paling tidak diperhatikan kebutuhan, di Pasal 199 menjadi tambahan di 

poin g 

2.​ Pada huruf d, kemampuan pembiayaan bisa ditekankan apakah di pusat, daerah, atau 

provinsi 

Ahmad fauzan 

1.​ Pasal 197, supaya tidak ada lagi dibedakan tenaga medis dan tenaga kesehatan 

Muh. Asyhadi 

1.​ Pasal 199, tambahannya “kreativitas kolaborasi dan inovasi dari anak bangsa”,  

2.​ Untuk huruf  f, “bahan baku, prototype model, karya c” supaya inovasi anak bangsa itu 

terfasilitasi untuk kesehatan masyarakat 

Towar-Senat Akademi FK UI 

1.​ Saya tidak membaca ada keterlibatan  di Pasal 197, terutama pusat pendidikan, usul saya 

mesti ada pelibatan pusat pendidikan supaya tahu dan ada kesimbangan antara produk dan 

kebutuhan.  

2.​ Profesi sudah dilibatkan, di akademi juga ada kolegium.  

3.​ Dimasukkan di pasal 198 

Luki-Pemda 

1.​ Pasal 197, ada antar pengikut, di  

2.​ Padal pasal 198 ayat (2) itu berjenjang, padahal yang saat ini berkembang sudah berasal dari 

pemerintahan desa, harusnya bsia difasilitasi disitu (“pemerintah desa” dimasukkan) 

Ahmad Subagyo 

1.​ Usul untuk sentralisasi saja, dimasukkan ke pasal  

Perdatin KGB (Perhimpunan dr. Anestesi) 

1.​ Sebaiknya kebutuhan dipertimbangkan dari hasil riset tentang kebutuhan sumber daya (Pasal 

197) 

Satrio Nugroho 

1.​ Pasal 198 ayat (1), bisa diperjelas, Menteri bisa dijelaskan Menteri apa  

2.​ Pada ayat (1) disebutkan menteri menetapkan …, ini bisa dijelaskan kebijakan yang disusun 

apa? 

Rizki Mustika 

1.​ Pasal 199 huruf a menambahkan frasa “standat” supaya ada persamaan pandangan dalam 

jenis, kualifikasi, dll 

SDMK Dinkes Surabaya 
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1.​ Keterkaitan antara 197, 198 dan 193, di SDM kesehatna ada beberapa kelompok, sementara 

di 197, tidak disebutkan, mohon disinkronisasi 

Samsul Arifin_RS Jatirogo lumajang 

1.​ Pasal 198 ayat (3) ada unsur masyarakat itu bisa dijelaskan lebih rinci, apakah badan hukum 

bisa termasuk ke dalam unsur masyarakat atau tidak  

Patelki Jatim 

1.​ Pasal 198, makna sinergisme itu organisasi profesi termasuk didalamnya atau tidak? Kalau 

tidak ada definisi operasional akan menjadi bias 

PTGMI 

1.​ 199 huruf f, ditambahkan “dan/atau masalah kesehatan di daerah” 

Endang-Patelki 

1.​ Pasal 199 hurf e, ditambahkan untuk daerah prioritas, daerah terpencil karena minimnya 

nakes disana 

Dian Fitri Lestari-IROPIN 

1.​ Pasal 199 huruf a belum menyebutkan tentang kompetensi/kualifikasi 

2.​ Pasal 204, hanya mencantumkan pendidikan profesi, sedangkan di bab-bab setelahnya ada 

kaitan dengan pendidikan vokasi, terkait juga dengan uu pendidikan vokasi mohon bisa 

dimasukkan, karena tidak semua tenaga kesehatan melalui jenjang profesi.  

3.​ Terkait dengan keterbatasan nakes kita, peran serta kader itu ada, apakah mereka ini masuk 

ke dalam masyarakat atau seperti apa? 

4.​ Terkait nomenklatur SDM Kesehatan, di def. op, dengan kriteria kualifikasi tenaga-tenaga 

penunjang, apakah akan menyebutnya SDM Kesehatan secara konsisten hingga akhir, atau 

memang SDM Kesehatan yang melalui gelar non pendidikan atau pendidikannya penunjang 

masuk ke dalam kategori apa? 

Abdul Azis 

1.​ Pasal 198, menteri menetapkan kebijakan, ayat (1), “menteri” mohon diperjelas 

nomenklaturnya  

Anna Ulfah 

1.​ Istilah menteri di ketentuan umum sudah disebutkan sehingga tidak perlu diperjelas 

Erik Wibowo, AMTG 

1.​ Pasal 200, disitu terlihat penetapannya oleh Menteri, tapi perlu diperjelas itu untuk per 

tahun atau per 5 tahun, dan supaya lebih cepat untuk berjaga2 saat ada wabah bisa 

diserahkan ke dirjen atau pemda. Supaya lebih dinamis 

Ringo-RSUD Salak 

1.​ Pasal 199, terkait dengan regulasi pendidikan, kami penatas anastesi sudah ada peraturannya 

untuk mendampingi dr spesialis anastesi dan sudah punya pendidikan linear, supaya 

dipertegas lagi. Mencantumkan “kualifikasi pendidikan yang linear” 
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Setyadi Nugroho 

1.​ Pasal 200, rumusannya perlu disinkronkan dengan pasal pendayagunaan, ditambah frasa 

“maupun masyarakat” 

Bayu MOHA Indonesia 

1.​ Pasal 199, huruf d, kemampuan pembiayaan, secara redaksi disesuaikan dengan peraturan 

menjadi “kemampuan keuangan” supaya sinkron dengan peraturan yang lain 

Kemenko PMK  

1.​ Pasal 198, perencanaan secara berjenjang itu perlu penjelasan lebih mendetil, kalau dibilang 

secara berjenjang bisa juga dari desa, naik ke kabupaten,dst. Dengan data yang sudah ada di 

SDSGMK kata berjenjang bisa dipersingkat, artinya pendataan sudah ada, jadi kebutuhan 

perencanaan lebih tepat. 

2.​ Perlu diskusi lebih lanjut tentang sosial budaya 


